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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pendidikan Pada Masa Tokugawa Sampai Era Meiji

Sebelum Restorasi Meiji, yaitu pada masa pemerintahan Tokugawa (1607-1867), bangsa Jepang berada di bawah kekuasaan Shogun. Pemerintahan Shogun merupakan pemerintahan di bawah organisasi militer yang sering disebut dengan Bakufu (Kenneth Schoot Latourette, 1959:36). Shogun mempunyai kekuasaan tak terbatas, bahkan sering disebut sebagai pemerintahan Okamai-Sama atau pemerintahan dewa (Yukichi Fukuzawa, 1985:39). Kehidupan rakyat Jepang diabdikan untuk kejayaan Shogun.

Pemerintahan Tokugawa menerapkan sistem feodalisme di mana Jepang dibagi dalam beberapa daerah feodal (han). Di tiap daerah feodal terdapat seorang pemimpin yang disebut dengan Daimyo. Puncak dari feodalisme terjadi pada masa isolasi yang berlangsung tahun 1635 sampai 1867. Di bawah pemerintahan Tokugawa, rakyat sama sekali tidak bersemangat. Para penguasa Jepang memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat harus setia kepada Shogun dan segala sesuatu harus berpusat pada Shogun.

Sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa Tokugawa masih bersifat tradisional. Pemerintah Tokugawa belum membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah pendidikan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya terbatas bagi kaum ningrat. Sementara rakyat dengan biaya sendiri menyelenggarakan pendidikan tanpa ada perhatian dari pemerintah Tokugawa.

Sistem pendidikan yang dilaksanakan selama periode Tokugawa tersebut sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa Meiji. Pada saat memasuki era modernisasi, sistem pendidikan juga berubah menjadi sistem pendidikan yang bersifat modern. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan terbuka untuk seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial 

dalam masyarakat. Pemerintah Meiji membentuk kementrian pendidikan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di seluruh negara. Perubahan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Meiji memberi arti penting bagi bangsa Jepang dalam memasuki era modernisasi.

1. Sistem Pendidikan dalam Periode Tokugawa.

Isolasi bangsa Jepang telah menyebabkan pemerintahan berjalan dengan damai dan tenteram terhindar dari perang atau konflik internal. Golongan samurai yang merupakan kekuatan para penguasa dalam menegakkan sistem feodal, tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan fungsinya sebagai prajurit. Golongan samurai kemudian ditempatkan dalam pekerjaan administrasi dan mengikuti pendidikan akademik. Sistem pendidikan dilaksanakan sesuai dengan susunan masyarakat feodal. Kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan lebih didominasi oleh golongan bangsawan atau kelas samurai. Pemerintah pusat Bakufu dan pemerintah daerah (han) membiayai berdirinya sekolah-sekolah untuk kelas Samurai. Doktrin Konfusianisme mewarnai kurikulum sekolah-sekolah yang telah didirikan.

Pemerintah Shogun membiarkan rakyat tetap bodoh dan patuh, tidak memperhatikan pendidikannya. Menjelang akhir pemerintahan Tokugawa pendidikan rakyat mendapat sedikit perhatian dengan memperbolehkan rakyat memasuki sekolah-sekolah Samurai. Sekolah-sekolah yang ditujukan untuk kelas Samurai dan bangsawan bermacam-macam sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Shoheiko (Sekolah Shogun)

Shoheiko berdiri tahun 1630 dengan biaya dari pemerintah dan menjadi institut pendidikan tinggi bergengsi untuk kelas penguasa. Secara resmi sekolah ini menekankan pada pelajaran konfusianisme, tetapi secara berangsur-angsur memasukkan ilmu pengetahuan Barat dan teknologi sebagai upaya kaum Samurai untuk memonopoli manfaat dari pengetahuan Barat serta mengawasi arus budaya Barat yang masuk (Shodiq A. Kuntoro, 1977:13). Shoheiko sebagai institut pendidikan tinggi bertujuan untuk mendidik pemimpin negara.

Para lulusan Shoheiko selain menjadi cendekiawan profesional juga menjadi kepala sekolah-sekolah daerah (han-gako). Saat itu terdapat 657 kepala sekolah han-gako, di mana 424 kepala sekolah adalah sarjana-sarjana lulusan Shoheiko (Arnold C. Anderson dan Mary Jean Bowman, 1971:403). Pada akhir era Tokugawa terdapat 27 sekolah Shogun dan memperbolehkan rakyat yang tertarik mengikuti kesarjanaan profesi memasuki sekolah-sekolah Shogun.

b. Han-gako (Sekolah Daerah)

Selama masa pemerintahan Tokugawa Jepang terbagi dalam 280 han, setiap han membiayai berdirinya sekolah yang berfungsi sebagai institut perguruan tinggi seperti Shoheiko. Pada umumnya kurikulum yang digunakan berdasarkan ajaran konfusius, namun menjelang akhir Tokugawa beberapa Han-gako menambah dalam kurikulumnya pelajaran bahasa Belanda, bahasa inggris, ilmu navigasi, latihan militer, dan matematika.

Sekolah daerah memang ditujukan untuk kelas Samurai, namun masih menjaga dengan ketat pembagian kelas. Perbedaan dalam alamat, posisi tempat duduk, dan ruang kelas yang baik selalu dispesifikasikan dengan hati-hati (Arnold C. Anderson dan Mary Jean Bowman, 1971:405). Golongan Samurai kelas tinggi dianggap pantas menerima pendidikan tentang kepribadian dan pendidikan moral, sedangkan golongan rendah lebih pantas menerima pengetahuan praktis seperti latihan menggunakan senapan dan strategi perang (Shodiq A. Kuntoro, 1977:16).

Sistem sankin kotai yang dikeluarkan oleh pemerintah Tokugawa menyatakan bahwa tiap-tiap Daimyo mendapat tempat tinggal di ibukota pemerintahan (di Edo). Para Daimyo beserta anggota keluarga banyak yang berdatangan ke Edo untuk tinggal di Edo. Keadaan ini menyebabkan beberapa daerah mulai mendirikan sekolah untuk para pemuda serta dapat memanfaatkan fasilitas dan perpustakaan akademi Shogun seperti Shoheiko.

c. Shijuku

Shijuku merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh para sarjana yang cakap dalam berbagai bidang seperti politik dan filsafat. Kurikulum yang digunakan lebih bebas daripada kurikulum sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah, sehingga pengetahuan Barat seperti ilmu kedokteran, ilmu kemiliteran dan bahasa Belanda mulai diajarkan kepada para mahasiswanya. Kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Shijuku berperan penting dalam melahirkan tokoh-tokoh muda yang menentang pemerintahan Tokugawa.

Berdasarkan data terdapat 487 Shijuku pada tahun 1829, 1.066 pada tahun 1853, 1529 pada tahun 1867 di mana pelajar senior sering diperbantukan untuk mengajar sebagai guru (Arnold C. Anderson dan Mary Jean Bowman, 1971:407). Pemimpin-pemimpin lulusan Shijuku kemudian menyebarkan ide-ide Barat kepada rakyat Jepang, sehingga mendorong munculnya gerakan restorasi bangsa.

Rakyat umum pada masa Tokugawa telah menerima pendidikan yang dilaksanakan dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Rakyat menyadari pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kedudukan dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan semangat yang tinggi rakyat, maka dibangun lembaga-lembaga pendidikan untuk rakyat umum sebagai berikut:

a. Terakoya

Pendidikan Terakoya sebenarnya berasal dari pendidikan yang telah dilaksankan pada masa pra Tokugawa oleh pendeta-pendeta Budha. Kuil-kuil Budha dijadikan sebagai tempat pendidikan sehingga sering disebut sekolah kuil. Namun pada masa Tokugawa, Terakoya semata-mata menjadi institusi sekuler untuk rakyat umum yang tidak ada hubungannya dengan bangunan suci. Pendidikan Terakoya dilaksanakan di bangunan-bangunan kosong atau rumah pribadi guru di mana bagian dari rumahnya dijadikan ruang kelas.

Mata pelajaran yang diberikan adalah reading, writing, arithmetic atau membaca, menulis dan berhitung. Beberapa Terakoya menambah mata pelajaran seperti bahasa Cina, sejarah geografi dan musik. Murid laki-laki dan perempuan dibedakan dengan tegas tempat duduknya, namun tidak dibagi dalam kelas-kelas. Pada umumnya murid yang memasuki pendidikan di Terakoya berumur antara 6 sampai 8 tahun dan lulus antara 11 tahun sampai 13 tahun. Mayoritas guru-guru Terakoya adalah guru-guru sukarela terutama di daerah pedesaan dan tidak harus mendapatkan surat ijin mengajar (Shodiq A. Kuntoro, 1977:21). 

Perkembangan cepat Terakoya terjadi pada abad ke-19. Pada tahun 1850 terdapat 6000 lebih Terakoya dengan keadaan yang berbeda-beda, namun secara umum Terakoya memiliki 30 sampai 60 murid dengan seorang guru (Arnold C. Anderson dan Mary Jean Bowman, 1971:411). Menjelang akhir pemerintahan Tokugawa, pemerintah daerah mulai memperhatikan lembaga pendidikan bagi rakyat umum dengan melindungi dan mengawasi perkembangan Terakoya.

b. Shingaku (Sekolah Religi)

Shingaku merupakan sekolah religi yang muncul pada awal abad ke XIX, dipelopori oleh Ishida Baigan. Tujuan utama Shingaku adalah meningkatkan moral rakyat dengan mengajarinya moral yang benar. Ajaran Shingaku tidak sepenuhnya Shinto, namun ajaran konfusianisme juga mempengaruhi pikiran-pikiran Baigan. Baigan menekankan sifat-sifat baik seperti rajin, ramah, hemat dan susila dalam kehidupan nyata yang kesemuanya itu dianggap sebagai jalan menuju pencerahan hati (Robert N. Bellah, 1992:213).

Shingaku pertama kali dibuka di Kyoto dan Osaka, kemudian di Edo serta daerah-daerah lain. Baigan mengembangkan metode ceramah, tanya jawab dan meditasi sebagai metode pengajarannya. Konsep Honsin (hati dasar) menjadi inti dari ajaran Shingaku. Baigan mendorong para pengikutnya untuk mengenal kodrat alam melalui latihan meditasi. Murid-murid Shingaku biasanya adalah rakyat umum dan para pedagang (Robert N. Bellah, 1992:180). Dalam perkembangannya secara politis Shingaku menjadi kekuatan kekuasaan Shogun dengan menekankan sikap kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih seorang hamba kepada pemimpin. Shingaku tetap bertahan sampai akhir pemerintahan Tokugawa, namun menjelang Restorasi Meiji Shingaku cepat kehilangan simpati rakyat.

2. Sistem Pendidikan Era Meiji

Selama pemerintahan Tokugawa, tidak semua rakyat Jepang dapat memperoleh pendidikan, hanya golongan Samurai saja yang diperbolehkan untuk memasuki sekolah-sekolah di Jepang. Setelah pemerintahan Tokugawa berakhir, maka Meiji Tenno berkuasa menggantikan pemerintahan Tokugawa. Dalam pemerintahannya, Meiji mulai memperhatikan pendidikan bagi rakyat Jepang, karena dengan pendidikan akan mendorong rakyat Jepang lebih maju.

Pendidikan periode Meiji sebagai contoh lain tentang “bentuk Barat dalam hakekat Jepang”. Model pendidikan Perancis digunakan untuk menyusun Undang-Undang Pendidikan tahun 1872 yang digunakan dalam wajib belajar untuk pendidikan dasar (Mattulada, 1979:149). Tahun 1890 merupakan arah pendidikan Jepang yang lebik baik, karena pada tahun ini Maklumat kerajaan mengenai pendidikan diumumkan. Maklumat tersebut sebagai penuntun bagi prinsip-prinsip pendidikan di Jepang pada masa Meiji. Maklumat tersebut menyebutkan bahwa:

“Ketahuilah, hai kalian rakyat kami. Leluhur kita, mendirikan kerajaan kita, di atas dasar yang luas dan kekal, dan dengan dalam dan kuat telah ditanamkan kebajikan; rakyat kami selalu bersatu dalam kesetiaan dan kasih sayang dalam kesalehan, diwarisi dari generasi ke generasi; sebagai lukisan keindahannya. Inilah keluhuran watak fundamental Kerajaan kita, dan di dalamnya itu jugalah tertanam sumber pendidikan kita. Hai rakyat kami sekalian, periharalah hubungan kalian dengan orang tua;berkasih sayanglah kalian antara bersudara pria dan wanita; sebagai suami istri berkeserasianlah; sebagi sahabat jujurlah; periharalah diri kalian dalam kesopanan dan mawas diri; perluaslah kebajikan kalian kepada semua. Kuatkan diri dalam belajar dan berkarya dalam kesenian; dan dengan itu pula kembangkanlah kecerdasan berpikir dan sigapkan kekuatan moral selanjutnya tingkatkan kesejahteraan bersama dan majukan kepentingan umum; selalu menjunjung tinggi konstitusi dan taati hokum. Bila harus terjadi keadaan darurat, persembahkanlah diri kalian dengan gagah berani kepada negara; kawal dan pelihara kelestarian mahkota kerajaan yang menghubungkan langit dengan bumi. Dengan demikian, kalian tidak dapat saja menjadi rakyat yang terpercaya, tetapi juga melukiskan keluhuran tradisi leluhur kalian” (Mattulada, 1979:150).

Maklumat kekaisaran mengenai pendidikan di atas menjadi naskah yang penting dalam hati rakyat dalam periode Meiji.

Sejak Restorasi Meiji pemerintah menyadari rintangan-rintangan yang dihadapi untuk mengubah pola pikir rakyat yang tradisional ke modern. Rintangan terbesar adalah rakyat yang bodoh dan buta huruf. Walaupun pada masa Tokugawa rakyat telah menerima pendidikan di Terakoya, namun kesadaran untuk menuntut ilmu pengetahuan masih rendah. Oleh karena itu cendekiawan-cendikiawan Jepang berusaha menyadarkan rakyat dan mendorong rakyat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya. Perubahan sistem pendidikan pada masa Restorasi Meiji telah memberi arti penting bagi modernisasi bangsa Jepang. Sistem pendidikan berperan penting dalam membebaskan rakyat dari buta huruf. Pada pertengahan abad ke-19 kurang lebih 45% penduduk pria dan 15% penduduk wanita bebas dari buta huruf. Angka-angka tersebut tidak jauh di bawah angka-angka negara Barat yang maju ketika itu. Dalam tahun 1907 orang Jepang dapat benar-benar memasukkan semua anaknya ke sekolah (Edwin O. Reischauer, 1978:217). Dengan demikian kesadaran rakyat Jepang untuk menuntut ilmu sudah tampak dengan jelas dan rakyat terbebas dari buta huruf.

Transformasi ilmu pengetahuan Barat melalui sekolah-sekolah formal telah membantu memperkenalkan teknologi-teknologi baru kepada rakyat. Masyarakat Jepang sebenarnya merupakan masyarakat agraris, namun dengan cepat berubah menjadi masyarakat industri tanpa kehilangan ciri-ciri agrarisnya. Konsep pertanian kuno seperti persilangan tanaman, pengawetan produk pertanian, pengelolaan pasca panen dan sebagianya diganti dengan konsep teknologi baru seperti fermentasi modern, rekayasa bio molekuler untuk mendapatkan bibit unggul pertanian, bio pestisida dan sebagainya (Pratiwi Sudarmono, 1992:22).

Pengenalan teknologi baru tersebut juga sebagai hasil usaha pemerintah Meiji yang telah mendatangkan guru-guru asing ke Jepang. Guru-guru asing yang dijadikan sebagai tenaga pengajar pada umumnya berasal dari negara Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Belanda (Don Adams, 1970:41). Jerman dan Amerika mengajar dalam ilmu sosial menyusul Perancis. Pengajar ilmu pengetahuan alam pertama datang dari Jerman kemudian diikuti oleh Amerika dan Inggris. Penggunaan guru-guru asing berdasarkan asal negara dan periode dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Penggunaan Guru-guru Asing Berdasarkan Kebangsaan dan Periode

	Kebangsaan
	Periode 

	
	1867-1872
	1873-1877


	1878-1882
	1883-1887

	
	
	
	
	

	Jerman
	9
	33
	25
	22

	Inggris
	9
	12
	14
	11

	USA
	13
	20
	11
	5

	Perancis
	7
	13
	5
	3

	Lainnya
	2
	-
	4
	4

	total
	40
	78
	59
	45


(Sumber: Makoto Aso dan Ikuo Amano, 1972:10)

Kemajuan dalam bidang pertanian tidak bisa lepas dari pendirian sekolah-sekolah kejuruan sejak awal pemerintahan Meiji. Tahun 1872 telah berdiri sekolah pertanian di Tokyo yang kemudian dipindahkan ke Sapporo, kota besar di pulau Hokkaido di mana tanahnya masih belum digarap. Sekolah pertanian sangat diperlukan untuk mengubah metode pertanian tradisional yang tidak berkembang menjadi metode pertanian modern.

Peranan sistem pendidikan dalam membentuk negara Jepang yang lebih modern tampak jelas di lembaga pendidikan tinggi. Mahasiswa-mahasiswa lulusan perguruan tinggi telah menjadi motor-motor penggerak modernisasi bangsa. Sejumlah pemuda berbakat muncul dari universitas-universitas untuk menduduki posisi-posisi pimpinan dalam pemerintah dan masyarakat. Pemuda-pemuda tersebut berhasil menjadi wiraswastawan yang handal dalam bidang bisnis. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi telah berhasil memunculkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi baru yang bermanfaat dalam modernisasi bangsa Jepang (Michio Nagai, 1993:22).

Sejumlah lulusan universitas Keio yang berprestasi di antaranya Matsunaga Yasuzaemon, Fujiwara Genjiro, Ikeda Shigeakira, Nakamigawa Hikojiro dan Natori Wasaku menjadi wiraswastawan tangguh dan berperan besar dalam sejarah perekonomian Jepang. Terdapat warga swasta yang menjadi perdana menteri selama Jepang modern yaitu Okuma Shigenobu, Hara kei, Inukai Tsuyoshi, Ishibashi Tanzan, dan Katayama Tetsu (Michio Nagai, 1993:40). Universitas Tokyo merupakan penghasil lulusan terbanyak dalam bidang transportasi. Biaya yang cukup besar dicurahkan bagi fakultas hukum untuk mendidik calon-calon pejabat pemerintah. Universitas Keiko mengirim banyak lulusannya dalam bidang perusahaan dan Universitas Waseda banyak lulusannya yang terjun dalam bidang jurnalistik dan politik (Edwin O. Reischauer, 1978:40).

Kemajuan industrialisasi Jepang sejak memasuki masa modernisasi telah menuntut tenaga kerja manusia dalam jumlah yang besar. Pada umumnya tenaga kerja bekerja sebagai karyawan pabrik. Oleh karena itu sejak awal pemerintahan Meiji telah didirikan sekolah-sekolah teknik untuk mendidik para buruh yang terampil. Terdapat kecenderungan bahwa suatu pabrik industri yang paling tinggi posisinya akan merekrut calon-calon pegawai dari lulusan universitas yang paling tinggi pula tingkatannya. Jadi seseorang berhasil memasuki universitas yang menuju kesuksesan hidup. Dengan demikian sistem pendidikan ikut berperan dalam mempersiapkan calon-calon tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dalam industrialisasi.

Pada masa Jepang di bawah pemerintahan feodal terjadi pengelompokan kelas sosial dalam masyarakat. Dengan jatuhnya pemerintah feodal pada tahun 1868 dan dimulainya industrialisasi sistem kelas sosial yang berdasarkan keturunan dihapuskan. Pemerintah Meiji segera menghapus hirarki status prajurit, petani, tukang, pedagang dan memutuskan berlakunya sistem baru yang menyatakan bahwa ke-empat golongan tersebut secara hukum sama kedudukannya. Dalam keadaan yang baru tersebut, dasar pengelompokkan dan derajat seseorang berubah dari status yang berdasarkan keturunan menjadi berdasarkan pendidikan dan keberhasilan ekonominya (Boye De Mente, 1988:25).

Kesempatan memasuki suatu universitas yang terbuka oleh umum telah memberi kesempatan bagi anak-anak petani, pedagang dan para pekerja rendah untuk berkompetisi memasuki universitas. Dalam tahun 1878 telah dari 80% mahasiswa universitas Tokyo adalah keturunan Samurai. Namun pada tahun 1886 ketika universitas diatur kembali berdasarkan peraturan universitas kekaisaran angka tersebut menurun sampai 60% sisanya 40% adalah anak-anak rakyat biasa. Dengan demikian kesempatan mobilitas sosial ke atas bagi rakyat biasa mulai tampak (Michio Nagai, 1993:102).

Masyarakat Jepang yang telah menjadi masyarakat modern secara garis besar terdiri dari golongan kapitalis kaya, para pemilik tanah luas, politikus-politikus dan pejabat-pejabat tinggi. Kedudukan golongan-golongan tersebut kuat karena didukung oleh sistem kekaisaran. Penguasaha-pengusaha menengah berada di atas kelas petani, pekerja, pedagang-pedagang kecil dan golongan pengrajin. Sedangkan kelas menengah baru merupakan hasil sistem pendidikan Jepang seperti karyawan pemerintah, guru-guru dan pekerja profesional ikut mewarnai keseluruhan struktur kelas sosial baru (Tadashi Fakutake, 1988:8-9).

B. Kebijakan-Kebijakan Sistem Pendidikan Mori Arinori

Isolasi bangsa Jepang pada masa Tokugawa berhasil dibuka oleh Commodore Matthew Perry tahun 1853. Golongan Samurai bertekad membentuk bangsa Jepang yang modern, mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi Barat. Pemerintahan Tokugawa akhirnya berhasil digulingkan oleh golongan Samurai pada tahun 1868, dan mulailah pemerintahan Meiji. Pemimpin-pemimpin baru Meiji melancarkan pembaharuan-pembaharuan dalam berbagai bidang yang dikenal dengan Restorasi Meiji. Sistem feodal dan hak-hak istimewa kaum bangsawan dihapuskan, pemerintah mulai membentuk konstitusi dan lembaga-lembaga Negara.

Pemerintah Meiji juga memperhatikan masalah pendidikan, yang kemudian pada tahun 1871 dibentuklah kementrian pendidikan untuk mengawasi kegiatan sekolah di seluruh Negara. Mori Arinori diangkat sebagai menteri pendidikan pertama dalam kabinet. Pemerintah Jepang melakukan berbagai usaha untuk menyerap ilmu pengetahuan Barat antara lain dengan mendatangkan sarjana-sarjana asing ke Jepang, mengirim para pelajar Jepang untuk belajar ke luar negeri dan menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Jepang (Shodiq A. Kuntoro, 1977:28).

Sebelum menjabat sebagai menteri pendidikan, Mori telah menerima pendidikan Barat. Setelah menamatkan sekolah Shogun, Mori dikirim ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Selama belajar di Inggris, Mori memusatkan perhatiannya pada pelajaran fisika, matematika dan kimia yang dianggap penting bagi pembangunan angkatan laut Jepang. Pada usia 24 tahun Mori menjadi duta pertama Jepang untuk Amerika Serikat (Michio Nagai, 1993:30). Tahun 1875 Mori menjadi duta ke Cina dan tahun 1879 sebagai duta ke Inggris ikut dalam perundingan peninjauan kembali perjanjian-perjanjian yang merugikan Jepang (Michio Nagai, 1993:213).

Pada tahun 1885 Mori diangkat sebagai menteri pendidikan Jepang pertama. Mori dikenal sebagai menteri yang tegas dan berpikiran maju, sehingga berperan penting dalam merumuskan kebijkan-kebijakan baru. Sistem pendidikan yang dirumuskan Mori dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem pendidikan Jepang hingga akhir Perang Dunia II. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan diawali  dengan Undang-Undang Pokok pendidikan (Gakusei) yang dikeluarkan pada tahun 1872. Tujuan pendidikan disebutkan sebagai berikut:

 “Di masa yang akan datang tidak boleh ada masyarakat atau komunitas dengan keluarga yang buta huruf, tidak boleh ada keluarga yang salah satu anggotanya buta huruf, tiap orang tua harus membesarkan anak-anaknya dengan penuh rasa penuh kasih sayang dan akan menyekolahkan anak-anak mereka” (William K. Cumming, 1984:21)

. 

Pada tahap pembentukan ini pemerintah memandang pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mempersatukan kesetiaan yang telah ada pada berbagai golongan. Keempatan untuk memperoleh pendidikan terbuka bagi seluruh rakyat Jepang (Sayidiman Suryohadiprodjo, 1987:211).

Mori sebagai menteri pendidikan pertama telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dijadikan sebagai kurikulum utama sedangkan pendidikan moral berorientasi kepada penegakan institusi kekaisaran dijadikan pegangan utama (I Ketut Surajaya, 1985:3). Pada tahun 1886 Mori mempersiapkan ketetapan-ketetapan yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, dan pelajaran-pelajaran pada semua tingkatan sekolah menengah termasuk universitas.

Pada tanggal 1 Maret 1886, Mori mengeluarkan Undang-undang universitas kekaisaran (Teikoku Daigakurei) dan menjadikan universitas kekaisaran Tokyo sebagai lembaga pengajaran tinggi yang dibutuhkan negara. Pada bulan-bulan berikutnya Mori mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sekolah menengah, sekolah guru dan sekolah dasar. Dalam Undang-undang sekolah dasar dinyatakan bahwa semua rakyat Jepang wajib belajar di sekolah dasar selama 4 tahun dan mengirimkan anak ke sekolah diakui sebagai kewajiban orang tua terhadap Negara (Shodiq A. Kuntoro, 1977:43). Pungutan uang sekolah di sekolah dasar dihapuskan pada tahun 1900, sehingga anak-anak Jepang secara gratis menempuh pendidikan dasar dan pada tahun 1907 kewajiban belajar diperpanjang menjadi 6 tahun (William K. Cumming, 1984:281).

Undang-undang sekolah menengah juga dikeluarkan pada tahun 1886 di mana sekolah menengah dibedakan menjadi dua yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Mori menempatkan sekolah menengah atas sebagai jalan untuk memasuki lembaga pendidikan tinggi yakni universitas. Sedangkan sekolah kejuruan dipersiapkan untuk melatih kemampuan memasuki dunia bisnis. Pada umumnya bila seseorang memulai pendidikan pada jalur tertentu, maka orang itu tidak dapat dipindah kejuruan lain. Apabila seseorang memilih sekolah kejuruan, setelah tamat tidak dapat memasuki perguruan tinggi, maka harus kembali mengikuti sekolah menengah. Sebelum memasuki sekolah dasar, siswa boleh mengikuti pendidikan taman kanak-kanak. Namun pada awal pemerintahan Meiji sekolah taman kanak-kanak sedikit yang diselenggarakan. Diseluruh kerajaan jumlahnya tidak lebih dari 600 taman kanak-kanak dengan 60.000 murid dan 20.000 guru (William K. Cumming, 1984:21). Selama pendidikan wajib 6 tahun, anak laki-laki maupun perempuan memperoleh pengajaran di sekolah dasar secara bersama (koedukasional) tidak ada diskriminasi dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan. Di atas sekolah dasar adalah sekolah menengah pertama yang masa studinya 5 tahun. Untuk anak perempuan memasuki sekolah menengah khusus di mana terdapat perbedaan pelajaran yang diberikan. Pendidikan wanita lebih ditekankan pada kepandaian rumah tangga seperti memasak, merangkai bunga, menjahit dan sebagainya (William K. Cumming, 1984:24). Di bawah ini tabel yang menujukkan pendaftar di tiap-tiap sekolah pada tahun 1887 dan 1897.
Tabel 2. Pendaftar Pada Tiap-Tiap Tingkat Sekolah

	No
	Tahun
	1887
	1897

	1
	Penduduk usia sekolah
	10.000
	10.000

	2
	Sekolah dasar
	3.812
	4.701

	3
	Sekolah dasar lanjutan
	207
	873

	4

5

6

7

8


	Sekolah tambahan

Sekolah menengah atas

Sekolah lanjutan untuk puteri

Sekolah khusus

Sekolah biasa
	29

15

4

3

7
	109

73

10

14

12



	9
	Sekolah keahlian
	17
	17

	10
	Sekolah lanjutan
	2
	6

	11
	Universitas
	1
	3


(Sumber: Makoto Aso dan Ikuo Amano, 1972:27)

Pada tingkatan ketiga terutama anak laki-laki dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan selama 3 tahun. Sedangkan anak wanita hanya memperoleh suatu kemungkinan yaitu sekolah kejuruan selama 3 tahun atau 4 tahun. Anak wanita tidak didorong untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga sampai akhir Perang Dunia II tidak banyak wanita Jepang yang dapat mencapai gelar sarjana. Diskriminasi dalam pendidikan tersebut berdasarkan pada suatu sikap yang terungkap dalam pepatah feodal yaitu “pendidikan tak perlu bagi kaum wanita “, yang berlanjut pada pepatah baru yang berbunyi ”tiada memiliki pendidikan bagi kaum wanita merupakan kebaikan” (Masu Okamura, 1985:34). Perhatian terhadap pendidikan wanita lebih banyak dilakukan oleh swasta terutama missionaris Kristen yang mendirikan sekolah menengah Kristen untuk wanita.

Jumlah sekolah dasar di Jepang pada masa Meiji terdapat 25.650 dengan 178.500 guru dan kurang lebih ada 8.500.000 siswa. Kurikulum sekolah dasar mencakup pelajaran etika Jepang, bahasa Jepang, sejarah Jepang, geografi, matematika, ilmu pengetahuan, menggambar, menjahit untuk wanita dan kerajinan tangan untuk laki-laki. Pendidikan pada sekolah menengah dengan 7219 guru dan 167.000 siswa. Kurikulum sekolah menengah meliputi pelajaran etika Jepang, sastra Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, geografi, berhitung, sejarah, fisika, kimia, menggambar, menyanyi, olah raga dan latihan militer (Ingram Bryan, !984:197-198).

Tabel  3. Jumlah Siswa Sekolah Menengah Berdasarkan Kelas Sosial (Toyoma Departemen) Pada Tahun 1895

	No
	Kelas sosial
	Jumlah 

	1
	Pekerja professional
	14,0

	2
	Penghasilan tetap
	20,3

	3
	Wiraswasta dan industri
	20,8

	4
	Pemilik tanah
	9,2

	5
	Petani pemilik
	28,4

	6
	Petani penyewa
	0,8

	7
	Lain-lain
	0,8

	8
	Pengangguran
	5,7

	
	Total
	100,0


(Sumber: Makoto Aso dan Ikuo Amano, 1972:27)

Mori menganggap bahwa sekolah kejuruan sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Pada tahun 1872 berdiri berbagai sekolah kejuruan seperti sekolah teknik, sekolah dagang dan sekolah pertanian. Pendidikan kejuruan juga dimaksudkan untuk meningkatkan siswa yang menginginkan memperoleh pekerjaan setelah lulus. Pada tahun 1871 Mori mengirimkan tiga anak puteri untuk belajar di Amerika dengan membujuk Kuroda Kiyotaka dan mengundang William S. Clark untuk datang ke sekolah pertanian di Sapporo (Michio Nagai, 1993:223). Pada tahun 1874 Mori juga mengundang Whitney dari Amerika untuk memberikan kuliah ilmu niaga yang kemudian Mori mendirikan “Lembaga Pendidikan Niaga Mori Arinori” dengan dana sendiri.

Pendidikan sekolah guru merupakan hasil pemikiran Mori tentang pentingnya peranan guru dalam membantu negara. Mori percaya bahwa guru berperan penting dalam menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada rakyat. Sekolah normal menempati posisi yang strategis dalam keseluruhan sistem pendidikan. Dalam kenyataannya, komitmen Mori terhadap sekolah guru begitu besar. Mori melembagakan slogan kepatuhan (Junryo), kepercayaan (Shinai) dan martabat (Ijo). Kehidupan sekolah guru diwarnai dengan pola militerisme (Michio Nagai, 1993:230). Murid-murid di sekolah guru diwajibkan memakai seragam militer dan di beberapa sekolah, siswa membentuk semacam satuan-satuan militer seperti batalyon, kompi dan pleton. Sekolah guru mulai menghasilkan guru-guru yang cara hidup dan berpikir secara militer sehingga mampu mendidik rakyat sebagai tulang punggung negara yang kuat dan setia. 

Sistem pendidikan hasil pemikiran Mori ternyata sejalan dengan konsep Ito Hirohumi dalam membentuk negara Jepang modern. Pada tahun 1885 Ito diangkat sebagai perdana menteri pertama dalam pemerintahan baru Jepang. Mori diangkat menjadi menteri pendidikan dalam susunan kabinet pertamanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ito adalah perencana politik dan Mori sebagai perencana pendidikan modern untuk membangun negara baru. 

Tantangan yang dihadapi pemerintah Meiji adalah merombak kesetiaan prajurit dan rakyat biasanya ditujukan pada pembesar setempat bukan pada negara. Untuk itu pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap sistem pendidikan. Setiap lembaga pendidikan di Jepang secara langsung atau tidak langsung di bawah pengawasan departemen pendidikan. Buku-buku teks harus disahkan oleh pemerintah pusat. Pada umumnya buku-buku teks yang digunakan di sekolah dasar atau sekolah menengah merupakan adaptasi atau terjemahan buku-buku wajib yang digunakan di Amerika Serikat. Walaupun pemerintah Meiji begitu bersemangat mengadopsi pengetahuan-pengetahuan Barat, namun orientasi pendidikan tetap mengutamakan pemupukan semangat nasionalisme (I Ketut Surajaya, 1985:4). Buku-buku teks sejarah pada umumnya berisi uraian tentang peranan kaisar sebagai pusat kekuasaan serta perang-perang yang membangkitkan semangat patriotisme.

Dalam menerapkan ilmu pengetahuan Barat Mori bersama Ito Hirobumi menekanka pada masyarakat Jepang untuk selalu menjunjung tinggi warisan kebudayaan tradisional yaitu bagaimanapun pentingnya mempelajari model barat, tidaklah berarti orang Jepang harus menjadi orang Barat. Mori dan Ito sama sekali tidak menganjurkan diabaiakannnya tradisi Jepang. Dalam Kyoiku Cho Kuge yang disampaikan pada kaisar, perlu ditekankan melestarikan pendidikan sejarah, sastra, adat istiadat, dan bahasa yang mana pertimbangan pendidikan dipisahkan dengan politik.

Mori meninggal pada tahun 1839 saat Mori masih menjabat sebagai menteri pendidikan. Mori meninggal karena dibunuh oleh anak pendeta Shinto yang bernama Nishio Buntaro (Michio Nagai, 1993:203). Kebijakan-kebijakan pendidikan kemudian dilanjutkan oleh pengganti Mori yaitu Inoue kowashi yang lebih menekankan pembangunan sekolah-sekolah kejuruan (A. Shodiq Kuntoro, 1977:51). 

Pembunuhan terhadap Mori kemudian diikuti maklumat kekaisaran tentang pendidikan (Kyoiku Cho Kuge) yang diumumkan pada tanggal 30 Oktober 1890. Maklumat tersebut merupakan kombinasi ajaran Konghucu dan etika modern yang mengajarkan bahwa kesetiaan kepada kaisar adalah etika yang paling tinggi bagi warga negara Jepang. Maklumat tersebut juga dijadikan sebagai sumber dalam membuat kurikulum sekolah dan penyuntingan buku-buku teks. Sejarah perguruan tinggi modern di Jepang dapat ditelusuri melalui lembaga-lembaga pendidikan yang telah berdiri pada masa Tokugawa seperti sekolah Shogun (Shoheiko), fakultas kedokteran dan badan penerjemah tulisan orang-orang Barbar. Pada tahun 1877 lembaga-lembaga tersebut bergabung dalam suatu sistem universitas Tokyo (Tokyo Daigaku atau Todai). Tahun 1886 Universitas Tokyo berubah namanya menjadi Universitas Kekaisaran Tokyo (Edwin O. Reischuher, 1978:219). Kyoto pada tahun 1897, universitas Tohoku di Sandai pada tahun 1907 dan universitas Hokkaido di Sapporo pada tahun 1918.

Berdasarkan undang-undang pendidikan tahun 1872 universitas didefinisikan sebagai suatu sekolah khusus yang memberikan pengajaran dalam sejumlah ilmu pengetahuan tingkat lanjut. Pada masa Meiji peranan universitas menjadi progresif dan membuka pintu bagi ide-ide Barat. Universitas dijadikan alat unuk memenuhi tujuan-tujuan negara yang memasuki masa modernisasi. Tujuan universitas kekaisaran adalah wajib memberikan pengajaran dalam bidang kesenian dan ilmu-ilmu pengetahuan serta mencari kejelasan tentang proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan negara (Michio Nagai, 1993:26). Universitas Tokyo memiliki fakultas hukum, kedokteran, sastra, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, mesin dan pertanian dengan 377 dosen dan 5233 mahasiswa. Universitas Kyoto tidak mempunyai fakultas pertanian dan mempunyai 172 dosen dengan 2000 mahasiswa. Universitas Tohoku mempunyai fakultas ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, pertanian, kedokteran dan mesin dengan 187 dosen dan 1800 mahasiswa (Ingram Bryan, 1984:200). Jika dibandingkan dengan universitas kekaisaran, universitas swasta memiliki jumlah fakultas yang lebih sedikit.

Pertumbuhan perguruan tinggi swasta pada masa Restorasi Meiji sulit, hal ini disebabkan pemerintah tidak memberikan status hukum yang penuh, sementara universitas kekaisaran mendapat pengakuan resmi. Selain itu universitas swasta mengalami kesulitan dana untuk membiayai penelitian-penelitian maupun untuk melaksanakan pendidikan. Walaupun demikian tokoh-tokoh intelektual Jepang berhasil mendirikan perguruan tinggi swasta Jepang yang ternama seperti universitas Keiko dan Waseda.

Universitas Keiko berdiri pada tahun 1890 yang merupakan kelanjutan dari Shijuku pada masa Tokugawa. Universitas Keiko didirikan oleh seorang tokoh besar yang mempopulerkan pengetahuan Barat pada masa Meiji yaitu Yukichi Fukuzawa. Sedangkan universitas Waseda didirikan oleh Okuma pada tahun 1905. Walaupun dibebani dengan kesulitan keuangan namun universitas Keiko dan Waseda berusaha membuka jurusan sains dan teknik sebagaimana dilakukan oleh universitas kekaisaran. Universitas Waseda membuka jurusan sains dan teknik pada tahun 1908, sedangkan universitas Keiko mendirikan universitas kedokteran pada tahun 1917 (Michio Nagai, 1993:51). Universitas negeri dan swasta yang baru berdiri tersebut memusatkan perhatiannya pada latihan tenaga-tenaga profesional yang handal dan terampil dalam era modernisasi.

Pemerintah Meiji sangat menyadari arti pentingnya pendidikan dalam mewujudkan bangsa Jepang yang modern. Usaha pemerintah tersebut dibuktikan dengan mendatangkan guru-guru asing ke Jepang. Pada tahun 1873 biaya untuk memperkerjakan guru-guru asing tidak kurang dari 14% dari keseluruhan anggaran pendidikan. Pada waktu yang bersamaan pemerintah menyediakan dana sekitar 18% yaitu 250.000 Yen untuk mengirimkan mahasiswa Jepang ke luar negeri. Selama 34 tahun antara tahun 1875 sampai 1908, 259 siswa telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari berbagai cabang ilmu alam, sedangkan 114 mahasiswa mempelajari cabang ilmu sosial (Michio Nagai, 1993:66).

C. Pengaruh Perubahan Sistem Pendidikan 

Terhadap Modernisasi di Jepang

1. Pengaruh Sistem Pendidikan Dalam Masyarakat Modern

Awal diperkenalkannya sistem sekolah modern tahun 1873 dinyatakan sebagai “reformasi pendidikan awal”. Kementrian pendidikan memaparkan bahwa modernisasi pendidikan telah mencerminkan sifat atau kepribadian orang Jepang yang modern (Chie Nakane, 1981:139). Masyarakat Jepang telah menerima pendidikan modern dan pemikiran-pemikiran modern sangat penting dalam masa awal modernisasi. 

Masyarakat Jepang pada umumnya menganggap bahwa latar belakang pendidikan sebagai salah satu ukuran terpenting dalam kedudukan sosial seseorang. Para lulusan universitas yang langsung memperoleh pekerjaan akan menaikkan status sosial dalam masyarakat. Masuk universitas terutama yang baik dianggap sebagai syarat utama untuk memperoleh mobilitas ke atas. Dalam memperoleh pekerjaan, seseorang tamatan sekolah menengah tidak dapat bersaing dengan lulusan universitas.

Pendidikan sebelum perang sangat ditentang oleh pemerintah pendudukan. Pemerintah pendudukan Amerika Serikat selanjutnya mengeluarkan sejumlah instruksi untuk pemerintah Jepang dalam rangka menghapus semua pengaruh militer dan ultra nasionalisme. Mata pelajaran budi pkerti, ilmu bumi dan sejarah Jepang untuk sementara ditangguhkan karena ketiga mata pelajaran tersebut dipandang sangat mendukung idiologi perang di masa lalu. Pejabat-pejabat edukatif dan guru-guru yang berperan besar dalam menyebarkan idiologi tersebut dipecat. Lebih dari 120.000 guru dibebastugaskan atau mengundurkan diri (William K. Cumming, 1984:38). Usaha-usaha pemerintah pendudukan dilakukan untuk mempermudah reformasi pendidikan yang akan dilaksanakan.

Reformasi pendidikan yang kedua terjadi setelah perang Dunia II pendidikan Jepang yang memiliki karater nasionalisme dan militerisme pada masa sebelum perang berubah menjadi pendidikan yang bersifat demokrasi. Perubahan sistem pendidikan oleh oleh tentara pendudukan Amerika Serikat telah membawa suasana baru dalam kehidupan masyarakat Jepang yang semakin modern. Bangsa Jepang mampu bersaing dalam bidang ilmu dan teknologi dngan bangsa-bangsa Barat. Demikian pula ekonomi Jepang semakin meningkat dengan pesat.

Beberapa aspek dalam sistem pendidikan yang direformasi seperti perubahan tujuan pendidikan, revisi kurikulum, saran untuk memakai huruf Romawi, sistem sekolah dengan satu jalur, pemakaian metode pengajaran, desentralisasi administrasi pendidikan dan menentukan orang-orang yang terpilih dalam tugas pendidikan (Shodiq A. Kuntoro, 1977:91).

Sistem pendidikan yang baru dilembagakan dalam bulan April 1947. prinsip dasarnya dicantumkan dalam konstitusi Jepang 1946 dan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Pasal 1 Undang-Undang Pokok Pendidikan menjelaskan tentang tujuan pendidikan sesudah perang seperti di bawah ini:

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kepribadian seutuhnya, berusaha sekuat-kuatnya mendidik rakyat supaya sehat rokhaniah maupun jasmaniah, mencintai kebenaran dan keadilan, menghormati nilai individu, rasa hormat pada kerja dan tanggung jawab, dan kebebasan jiwa untuk menyumbangkan diri bagi bangsa dan masyarakat yang cinta damai (William K. Cumming, 1984:41).

Dengan demikian tujuan pendidikan berubah dari masa sebelum perang yang berdasar pada Maklumat Kekaisaran dan sesudah perang yang berdasar konstitusi baru. Tujuan pendidikan berdasar maklumat kekaisaran adalah menciptakan manusia ideal yaitu seorang warga negara yang patuh pada kaisar sedangkan tujuan pendidikan sesudah perang pada dasarnya adalah membangun rakyat yang berdaulat dan mengembangkan nilai-nilai untuk menciptakan perdamaian.

Konstitusi baru yang berhasil dibentuk pada tahun 1946 pada dasarnya memuat tiga prinsip penting yaitu: (1) penegasan kedaulatan dan menjadikan kaisar sebagai simbol negara; (2) penolakan rakyat terhadap perang atau menggunakan kekuatan darat, laut dan udara dalam perselisihan internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang benar; (3) hak asasi manusia diperhatikan dan dijadikan dasar dalam menata bangsa yang demokratis (Shodiq A. Kuntoro, 1977:90).

Kementrian pendidikan menerbitkan Garis Pedoman Pendidikan Baru, suatu petunjuk untuk mengembangkan penyebaran pendekatan demokratik baru dalam pendidikan pada bulan Mei 1947 (William K. Cumming, 1984:42). Kurikulum baru disusun dan dituangkan dalam bentuk rancangan pedoman bimbingan pengajaran. Dalam kurikulum  tersebut pendidikan moral tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran terpisah seperti sebelum perang. Pendidikan baru bersifat demokratis, tidak mengindoktrinasi anak dengan seperangkat ide dan nilai khusus. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dijadikan dasar pelajaran pendidikan moral yang baru.

Berdasarkan sistem pendidikan yang baru, pendidikan Jepang seluruhnya bersifat campuran atau koedukasional. Murid laki-laki maupun perempuan belajar bersama dalam satu kelas. Hal ini berbeda dengan masa sebelum perang di mana murid wanita setelah menamatkan sekolah dasar dan masuk sekolah menengah tidak bercampur dengan murid laki-laki. Murid wanita mendapat pendidikan di sekolah-sekolah wanita dengan kurikulum yang dibedakan. Sistem koedukasional menyebabkan murid wanita menerima kurikulum yang sama dengan murid laki-laki dan memberi kesempatan yang luas untuk memasuki perguruan tinggi.

Pemerintah Jepang menyadari sepenuhnya bahwa dalam memasuki era modernisasi sangat dibutuhkan tenaga kerja yang produktif dan profesional. Oleh karena itu, sekolah-sekolah kejuruan semakin ditingkatkan. Jika pada tahun 1883 hanya terdapat 22 sekolah kejuruan, maka tahun 1946 jumlah tersebut meningkat menjadi 1583 dengan 776.406 siswa. Jumlah sekolah kejuruan lebih banyak jika dibandingkan dengan sekolah menengah umum di mana pada tahun 1883 terdapat 173 sekolah menengah umum dengan 14.763 siswa dan tahun 1946 hanya ada 793 sekolah menengah umum dan 707.878 siswa (John Vaizey, 1978:93). Bangsa Jepang yang terus bergerak menjadi bangsa modern dengan industrialisasinya, menyebabkan banyak pemuda Jepang semakin tertarik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Perhatian para pemuda selain ke sekolah menengah juga ke perguruan tinggi, sehingga persaingan memasuki perguruan tinggi semakin ketat terutama perguruan tinggi negeri. Pemuda Jepang sangat menyadari bila gagal memasuki perguruan tinggi negeri seperti Todai maka akan sulit memasuki beberapa perusahaan tingkat atas dan lembaga pemerintah (Boye Demente, 1986:34).

Banyak perusahaan-perusahaan ternama yang hanya mengundang calon-calon tenaga kerja dari universitas-universitas yang ternama. Keadaan ini membuat tekanan untuk memasuki universitas-universitas elit semakin besar. Para pelajar yang gagal memasuki universitas tersebut biasanya mengikuti pendidikan kilat untuk mencoba lagi mengikuti ujian masuk tahun berikutnya. Seorang yang menunggu untuk dapat mengikuti ujian sering disebut Ronin (orang-orang mengambang. Istilah ini dalam masa feodal mengacu pada samurai yang tidak punya tuan lagi).

Industri Jepang secara keseluruhan diwarnai oleh kehadiran beberapa perusahaan raksasa yang mendominasi suatu industri tertentu. Di bawah perusahaan raksasa terdapat perusahaan-perusahaan kelas menengah berdiri sendiri dan di bawahnya lagi adalah tiga perusahaan yang sangat tergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kelas atas disebut Ichiryu atau perusahaan kelas satu, perusahaan kelas dua disebut Niryu, dan perusahaan kelas tiga disebut Sanryu. Persaingan untuk mendapatkan julukan Ichiryu sangat ketat dan dilakukan terus tanpa mengenal putus asa. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang semakin maju (Boye Demente, 1986:70).

Pengambilan tenaga kerja ke dalam perusahaan besar dan lembaga pemerintah biasanya dilakukan melalui ujian. Apa yang dipelajari di sekolah atau di universitas sangat penting. Dalam ujian persaingan di kalangan tamatan sekolah menengah atas serta perguruan tinggi untuk memasuki perusahaan-perusahaan Ichiryu cukup tinggi. Perusahaan besar di Jepang hanya menempatkan tamatan perguruan tinggi dalam bidang administrasi. Bagi tamatan sekolah menengah pertama atau atas, juga dapat menempati posisi manajerial namun jarang sekali terjadi (Boye Demente, 1986:71).

Suatu elemen yang dapat menciptakan sistem stabilitas kerja adalah adanya tradisi Shushinkoyo atau bekerja seumur hidup pada suatu perusahaan atau instansi (Mattulada, 1979:211). Terdapat suatu kecenderungan bagi seorang pemuda lulusan universitas atau sekolah yang diterima bekerja pada perusahaan atau instansi untuk mengabdikan seluruh hidupnya pada pekerjaannya tersebut. Pada masa sebelum perang sebagian besar pekerja tidak menganut sistem kerja seumur hidup. Namun dalam periode setelah perang, untuk mencegah pemecatan karyawan maka para pemimpin serikat buruh memaksa perusahaan-perusahaan utama menerapkan sistem Shunshinkoyo (Boye Demente, 1986:79).

Adanya sistem Shunshinkoyo tersebut menyebabkan perusahaan sangat berhati-hati dalam memilih calon-calon karyawannya. Metode pemilihan karyawan sering dikenal dengan sebutan Shinkakuseido atau sistem kualifikasi pribadi. Sistem Shinkakuseido menekankan pemilihan karyawan berdasarkan pendidikan, watak, kepribadian dan latar belakang keluarga dari pada pengalaman kerja (Boye Demente, 1986:80). Banyak perusahaan Jepang yang sangat menghargai nama baik seorang guru besar terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sehingga mereka dapat mengirimkan mahasiswa terbaiknya pada perusahaan yang terkenal.

Pegawai negeri disaring melalui ujian nasional, dan yang diterima dapat menaikkan statusnya dalam lapisan teratas yang dapat dicapai seseorang melalui pendidikan. Pada umumnya para pegawai negeri yang berhasil adalah mahasiswa lulusan fakultas hukum universitas Tokyo yang secara tidak resmi diakui sebagai fakultas favorit (Chie Nakane, 1981:164). Sistem kenaikan pangkat diselenggarakan menurut cara tangga bergerak dari bawah ke atas. Selain itu dalam sistem kepegawaian Jepang terdapat tradisi senioritas. Penghargaan seseorang berdasarkan pada lamanya bekerja bukan pada kemampuan bekerja. Seseorang yang baru masuk bekerja walaupun telah menempuh pendidikan tinggi, harus tunduk pada sistem senioritas.

Sistem pendidikan secara tidak langsung telah berperan dalam gerak mobilitas seseorang. Proses industrialisasi yang semakin maju pada masa sesudah perang telah memunculkan suatu kelas baru yaitu kelas setelan abu-abu (pakaian seragam orang gajian). Kelas setelan abu-abu juga sering disebut “Salaryman” (orang yang digaji) dan para sosiolog menamakan mereka “White Collar” (pegawai kantoran) (Chie Nakane, 1981:163). Biasanya mereka tinggal di kota-kota besar dan lebih terpusat pada perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Kelas Salaryman merupakan hasil dari sistem pendidikan  yang merupakan pelajar-pelajar lulusan sekolah yang diterima bekerja pada suatu perusahaan. Arus industrialisasi yang semakin berkembang telah memperkuat kelas menengah baru tersebut. 

Reformasi sistem pendidikan setelah Perang Dunia II secara teoritis telah mengangkat derajat kaum wanita untuk mencapai tingkat pendidikan yang sama dengan pria (Edward R. Beauchamp, 1991:233). Sejak saat itu pendidikan wanita disamakan dengan pria. Sistem pendidikan koedukasional yang diberlakukan pada seluruh jenjang pendidikan dan kurikulum umum yang diterapkan di semua sekolah telah membantu mengangkat martabat kaum wanita. Selain itu kaum wanita mmperoleh kesempatan luas untuk bersaing memasuki perguruan tinggi di Jepang.

Kaum wanita Jepang yang telah menikmati kebebasan yang jauh berbeda dengan situasi sebelum Perang Dunia II. Pada masa sebelum perang, banyak wanita lulusan sekolah menengah yang tinggal di rumah. Para wanita menunggu sampai orang tua mencari suami yang cocok untuknya. Sistem pendidikan baru yang memberi kebebasan bagi wanita untuk memproleh pendidikan telah mengubah kebiasaan tersebut. Jumlah wanita yang berhasil memasuki perguruan tinggi semakin meningkat. Demikian pula para pekerja wanita yang bekerja pada perusahaan juga semakin meningkat (Okamura Masu, 1983:26).

Penelitian yang dilakukan Jepang dalam berbagai ilmu pengetahuan alam kembali menarik dunia internasional. Lembaga-lembaga penelitian kelas satu seperti Institut Penelitian Inti Atom (Genshikaku Kenkyujo), Institut Fisika Plasma (Parasuma Kenkyujo) di Nagoya lambat laun dikembangkan. Pada tahun 1950-an kekosongan penelitian akibat perang lambat laun dapat diisi dengan hasil penelitian-penelitian baru seperti mikroskop elektron, parametron, finylon, mesin diesel dan sebagianya. Sebagian besar penelitian sains dibiayai oleh institut penelitian industri swasta. Sementara pemerintah Jepang hanya memberikan 31% dari anggaran untuk membiayai penelitian baik di pusat maupun di daerah-daerah (Michio Nagai, 1993:84-85).

Tabel 4. Biaya Riset dan Perbandingan dengan Negara Lain Tahun 1964

	Negara
	Biaya Riset

(Juta US $)
	Presentase Pendapatan Nasional

(%)
	Presentase yang Dibiayai Pemerintah

(%)

	Amerika Serikat
	54,296
	2,5
	49,3

	Uni Soviet 
	30,895
	4,61
	-

	Jepang
	18,622
	2,29
	27,7

	Jerman Barat
	15,138
	2,65
	46,7

	Perancis
	10,227
	1,98
	58,4

	Inggris 
	4,752
	2,27
	51,7

	Canada
	1,858
	1,06
	46,2

	Itali
	1,599
	0,92
	44,8

	Swedia
	1,517
	2,19
	25,6


(Sumber : Sayidiman Suryohadiprodjo, 1982 : hal. 204).

Dalam sejarah Jepang telah mencatat tokoh-tokoh yang berhasil menemukan teknologi baru seperti, Miyaharai Jiro yang berhasil mengembangkan pipa pendidih air pada tahun 1819, Toyoda Sakicui mendesain mesin tenun otomatis pada tahun 1901. Pompa turbin ditemukan oleh Iguchi Ariya pada tahun 1913, baja bersifat magnet tetap dikembangkan oleh Honda Kataro pada tahun 1917 dan antena yagi ditemukan oleh Yagi Hidetsugu dalam tahun 1925. keberhasilan dibidang ilmu pengetahuan alam seperti penemuan Tetanus Bacillus oleh Kitasato Shibasaburo pada tahun 1889, penelitian tentang pola-pola atom oleh Nagaoka Hantaro pada tahun 1903 dan penemuan adrenalin oleh Tanamine Jokichi pada tahun 1900 (Michio Nagai, 1993:82-83). Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi berhasil menemukan hal-hal baru yang dapat menimbulkan pembaharuan dalam masyarakat baik dalam lapangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan maupun kehidupan masyarakat. Penemuan teknologi baru sangat berperan sebagai tulang punggung industri, sehingga rakyat tidak segan-segan membiayai penelitian terutama perusahaan-perusahaan besar di Jepang.

2. Jepang Menuju Negara Industri

a. Jepang Dalam masa transisi industri

Pembangunan ekonomi Jepang diawali dari tahun 1868 yaitu masa diberlakukannya perubahan politik penting yang dikenal dengan Restorasi Meiji. Tahun 1868 dijadikan sebagai titik awal bukan berarti sebelum tahun tersebut tidak terjadi pembangunan. Sebelum tahun 1868 bangsa Jepang sudah melakukan pembangunan politik, sosial maupun ekonomi, namun masih terbatas. Produksi mesin dan perubahan-perubahan lain yang dapat memeberi pengaruh di bidang ekonomi baru terjadi setelah Restorasi Meiji, sehingga tahun 1868 dijadikan sebagai titik tolak.

Bangsa Jepang memesuki masa modernisasi dengan beban ekonomi yang rumit bahkan bersifat pra industri. Tujuh belas tahun yang pertama dari periode Meiji (1868-1885) Jepang memecahkan belenggu feodalisme dan melakukan transisi memasuki abad ekonomi baru (Yosihara Kunio, 1992:1). Perubahan berbagai bidang sosial, politik maupun ekonomi dilakukanuntuk menyingkirkan lembaga-lembaga feodal dari zaman Tokugawa. Suatu hal yang tidak bisa diabaikan yaitu pada akhir periode tokugawa masyarakat Jepang sudah gemar membaca. Pendidikan di Terakoya membantu masyarakat membebaskan diri dari buta huruf walaupun jumlahnya masih kecil. Pendidikan pada masa Tokugawa tersebut berpengaruh besar terhadap kecepatan daya serap ilmu pengetahuan dan teknologi Barat setelah Restorasi Meiji.

Sejak Restorasi Meiji, masyarakat Jepang terutama para ilmuwan sangat gigih menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai teknologi secara inovatif dan kreatif. Kaisar Hirihito misalnya, adalah seorang ahli biologi laut yang masih mengikuti perkembangan ilmunya sampai akhir hayatnya, meskipun beliau sebagai kaisar yang sangat disegani (Pratiwi Sudarmono, 1992:21). Keteladanan ini diikuti oleh masyarakat Jepang yang melihat penelitian sebagai tulang punggung industri.

Setelah Restorasi Meiji dimulailah industrialisasi yang berarti pembentukan kota-kota industri. Secara berangsur-angsur masyarakat Jepang berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang merupakan kelanjutan dari masyarakat yang agraris (Johanes Mardimin, 1994:61). Industrialisasi juga menyebabkan terjadinya konsentarsi penduduk di kota-kota. Banyak kota-kota di Jepang yang pada mulanya adalah kota-kota feodal berubah menjadi kota-kota industri (Tadashi Fukutake, 1998:61).

Masyarakat tradisional atau agraris mempunyai beberapa ciri seperti kuatnya norma dalam sistem kekerabatan, hidup dalam dunia tertutup sehingga dekat akan masuknya hal-hal baru, gaya hidup pasif dan mobilitas rendah. Sedangkan masyarakat modern memiliki karakteristik seperti mengendornya norma dalam sistem kekerabatan, pola kehidupan lebih terbuka sehingga hal-hal baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang, gaya hidup aktif dan inovatif serta mobilitas masyarakat tinggi (Johanes Mardimin, 1994:61). Demikian pula pola kehidupan mayarakat Jepang pada masa awal Meiji memiliki karateristik yang berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Pada masa transisi memasuki era modernisasi, pemerintah Jepang dihadapkan berbagai persoalan yang sulit terutama masalah keuangan. Meskipun kekayaan yang ditinggalkan Shogun Tokugawa dapat dihimpun, tetapi tidak cukp untuk mebiayai industrialisasi. Demikian pula pihak swasta Jepang yang diwakili oleh para pedagang dari masa Tokugawa belum cukup kuat membiayai pembangunan industri. Oleh karena itu yang dibebani biaya pembangunan adalah petani. Pemerintah Jepang menggunakan uang pajak dari petani untuk membangun industri.

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju. Sistem politik Tokugawa yang bersifat desentralisasi dihapuskan untuk mewujudkan politik integrasi seluruh bangsa. Selain itu pemerintah Jepang menghapus hak-hak istimewa bangsawan, modernisasi sistem moneter dan perpajakan serta mendidik rakyat tentang keharusan menerima perubahan tersebut diperlukan waktu yang lama, sehingga pertengahan tahun 1880-an sistem ekonomi yang baru dapat tersusun dengan kuat.

Penghapusan sistem kasta menyebabkan peran kaum petani, pedagang dan pertukangan semakin menonjol. Sementara itu kaum Samurai yang tidak memperoleh penghidupan baru sebagai pegawai pemerintah atau anggota angkatan bersenjata turut memperkuat bidang-bidang ekonomi. Mreka terpaksa mencari kehidupan baru sebagai petani, pedagang bahkan pertukangan. Orang Jepang yang mempunyai bakat serta kemampuan diberi kesempatan untuk maju dalam masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial.

Pada awalnya kebanyakan industri dibangun oleh pemerintah karena pihak swasta belum cukup kuat baik dilihat dari sudut keuangan maupun personil. Namun kemudian banyak industri yang dijual kepada pihak swasta (Sayidiman Suryohadiprdjo, 1987:80). Perkembangan ekonomi yang dinamis mengharuskan pemakaian mesin secara luas dalam proses produksi. Pemerintah berusaha melakukan import mesin-mesin dari negara Barat, mendatangkan ahli-ahli ke Jepang dan membangun pabrik tekstil, pertambangan, logam dan sebagainya.

Pemerintah membangun jalur-jalur perhubungan kereta api untuk mendorong perkembangan ekonomi. Jalur kereta api pertama dibuka antara Tokyo dan Yokohama pada tahun 1872. Lambat laun seluruh Jepang dihubungkan dengan kereta api, sehingga masyarakat Jepang diberi kesempatan membuka pasaran untuk hasil produksinya sendiri (Sayidiman Suryohadiprdjo, 1987:81). Selain itu angkatan laut juga dimodernisasi dengan mengimport kapal-kapal uap dari negara Barat. Sarana telekomunikasi seperti pelayanan pos dan telegraf  juga dimodernisasi.

Pemintalan sutera merupakan industri pertama yang dibangun oleh Jepang. Hal ini disebabkan industri tekstil dapat memberikan sumber penghasilan bagi pemerintah dan hasilnya dapat di eksport. Angkatan kerja dari bidang pertanian merupakan sumber tenaga kerja yang besar untuk industri-industri non pertanian. Gerakan angkatan kerja dari sektor pertanian mempunyai dua saluran. Pertama, para petani yang meluaskan bisnis sampingan dalam perekonomian rumah tangganya. Kedua, arus keluarga petani yang langsung pergi ke pabrik-pabrik untuk menjadi buruh pabrik (Chie Nakane, 1981:215).

Seiring dengan dimulainya industrialisasi bangsa Jepang berusaha mengubah sistem pendidikan tradisional menjadi sistem pendidikan modern. Pada masa transisi tersebut pendidikan belum menampakkan peran yang menonjol. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang pendidikan agar rakyat Jepang dapat menerima pendidikan dasar sekurang-kurangnya 4 tahun. Selain itu sistem pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk memberantas buta huruf di kalangan rakyat Jepang dan agar siap menghadapi arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern.

b. Pertumbuhan Industri Jepang Setelah Restorasi Meiji

Periode antara tahun 1886 sampai tahun 1906 didefinisikan oleh Ohkawa dan Rosovsky sebagai pertumbuhan ekonomi modern. Dalam fase ini, mesin, pabrik-pabrik dan perusahaan menjadi ciri dari ekonomi Jepang yang modern (Mikis Hane, 1986:139). Industri yang mulai dibangun pada masa tersebut merupakan industri yang berhubungan dengan kemampuan militer seperti pabrik baja, pabrik senjata dan pabrik perkapalan. Pembangunan pabrik-pabrik tersebut mulai dilakukan sekitar terjadinya perang Cina-Jepang (1894-1895).

Kemampuan militer Jepang untuk pertama kalinya dibuktikan dengan kemenangan dalam perang Cina-Jepang. Dalam perang tersebut Taiwan berhasil dikalahkan dan dijadikan sebagai koloninya. Selanjutnya pada tahun 1905 Jepang berhasil mengalahkan tentara Rusia dalam perang Rusia-Jepang (Yoshinara Kunio, 1992:2). Kemenangan tentara Jepang melawan tentara negara Barat telah meningkatkan martabatnya di mata dunia internasional.

Di balik kemenangan-kemenangan dalam peperangan tersebut, perkembangan ekonomi Jepang menampakkan suatu kemajuan yang pesat. Dalam bidang prasarana antara tahun 1885-1911 panjang jalan kereta api milik negara meningkat dari 212 mil menjadi 4.775 mil, jumlah kantor pos bertambah dari 5.000 menjadi 7.000, jumlah kiriman pos meningkat dari 100 juta tiap tahun menjadi 1500 juta. Dinas pelayanan telepon juga mengalami perluasan di mana tahun 1911 sekitar 180.000 rumah tangga dan kantor-kantor telah mempunyai telepon (Yoshinara Kunio, 1992:6).

Setelah Taiwan menjadi jajahan Jepang, didirikanlah pabrik gula modern dan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi tebu. Dalam industri pembuatan kapal, pada tahun 1898 Jepang membuat kapal baja dengan bobot sekitar 6000 ton. Tahun 1901 sebuah pabrik baja yang besar yaitu pabrik Yahata Steel mulai berproduksi (Yoshinara Kunio, 1992:9). Pabrik-pabrik yang dibangun tidak semuanya dilimpahkan pada sektor swasta. Industri-industri militer yang besar tetap berada dalam pengawasan serta pengelolaan pemerintah dan dibiayai dengan dana-dana khusus pemerintah (Ruth Benedict, 1982:100).

Dalam sektor pertanian sudah terjadi perubahan-perubahan struktur tradisional, namun tidak serevolusioner seperti sektor industri. Produksi padi yang pada saat itu merupakan produk utama pertanian naik sekitar 30%. Peningkatan produksi pertanian menyebabkan terpenuhinya kebutuhan pangan. Sekolah-sekolah pertanian dan fakultas pertanian yang didirikan telah menghasilkan tenaga-tenaga ahli pertanian. Mereka menjadi instruktur yang memberikan penerangan dan informasi kepada para petani tentang metode pertanian yang modern (Yoshinara Kunio, 1992:10).

Industri kain sutera menunjukkan keberhasilan yang lebih unggul pada tahun 1893. Kemenangan dalam perang melawan Cina telah membuka pasar baru bagi benang. Kemajuan industri setelah perang Cina-Jepang menyebabkan permintaan dalam bidang pendidikan bertambah. Pelajar yang telah menyelesaikan studinya diharapkan akan menjadi tenaga buruh yang terampil. Jumlah siswa yang bersekolah semakin bertambah. Pada tahun 1873 terdapat 28.13% siswa yang memasuki sekolah, pada tahun 1895 setelah perang Cina-Jepang mencapai 61.24% dan tahun 1907 meningkat menjadi 97,38% (Shodiq A. Kuntoro, 1977:60).

Terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) memberikan kesempatan bagi perekonomian Jepang untuk berkembang. Akibat Perang Dunia I tersebut negara-negara Barat berhasil menguasai perdagangan di kawasan Asia tidak dapat menyuplai barang-barang dagangannya seperti biasa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Jepang dengan mengeksport barang-barang dagangannya ke kawasan Asia (Sayidiman Suryohadiprodjo, 1987:82).

Kemajuan dalam bidang perdagangan cukup menakjubkan di mana pada tahun 1918 jumlah perdagangan mencapai 3700 juta Yen meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 1915 sebesar 1300 juta Yen. Industri kimia dan bahan-bahan obat dalam negeri juga meningkat sebagai akibat terputusnya import. Kemajuan yang disebabkan oleh perang mendorong monopoli dan konsentrasi modal. Investasi modal Jepang mengalami kemajuan besar di Manchuria dan meluas sampai ke Cina (Taro Sakamoto, 1992:54-55).

Berakhirnya Perang Dunia I menyebabkan terjadinya kelesuan dalam kegiatan perdagangan Jepang. Selain itu bencana gempa bumi yang terjadi di daerah Kanto pada tahun 1923 menimbulkan krisis ekonomi. Keadaan tersebut memunculkan pranata ekonomi baru Jepang yang khas yaitu sistem Zaibatsu. Sistem Zaibatsu merupakan gabungan perusahaan dagang yang dikuasai oleh keluarga-keluarga kaya di Jepang. Perusahaan-perusahaan kecil di Jepang yang tidak sanggup menghadapi krisis ekonomi akhirnya jatuh. Kedudukan Zaibatsu menjadi semakin kuat dengan menempatkan perusahaan-perusahaan kecil di bawah pengawasannya (Sayidiman Suryohadiprodjo, 1987:82). Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil dan lemah berada di bawah pengawasan Zaibatsu. Perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar semakin melebar. Sistem bekerja seumur hidup dan prinsip senioritas dalam industri besar mulai diterapkan. Industri besar melatih para personilnya sendiri dan tidak mau kehilangan mereka karena pindah ke pekerjaan lain. Di antara Zaibatsu terbesar dan memiliki kegiatan ekonomi yang beraneka ragam adalah Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo dan Yasuda. Pada umumnya mereka bergerak dalam bidang perbankan, pengelolaan minyak, pertambangan, perkapalan dan pemasaran luar negeri (Edwin O. Reischauer, 1978:235).

Lembaga penting yang lain adalah perusahan dagang umum (Shogo Shosa), yang bergerak dalam bidang perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Munculnya Shogo Shosa dimungkinkan karena ketergantungan ekonomi Jepang yang modern pada bahan-bahan mentah dari luar negeri. Lambat laun pemerintah Jepang dapat mengatasi kesukaran-kesukaran ekonomi. Tahun 1930-an ketika pemerintah menginginkan ekspansi industri-industri berat untuk keperluan militer, maka terjalinlah hubungan yang mesra antara pemerintah dan Zaibatsu yang telah menjelma menjadi sebuah organisasi politik ekonomi yang amat berkuasa (Yoshinara Kunio, 1992:16).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah masa Restorasi Meiji didukung oleh usaha-usaha pemerintah Jepang dalam meningkatkan kualitas manusianya, terutama melalui pendidikan formal. Pendidikan telah memberikan sumbangannya dalam menciptakan buruh yang berkualitas. Pendidikan mendorong lebih banyak pekerja yang melek huruf dan lebih produktif. Para ahli ekonomi percaya bahwa kualitas buruh ditentukan oleh pelatihan pendidikan formal dan pengetahuan yang datang dari pengalaman kerja (Edward R. Beauchamp, 1991:210).

Pada tahun-tahun setelah perang Cina-Jepang dan perang Rusia-Jepang, murid-murid yang memasuki perguruan tinggi bertambah. Hal itu disebabkan kemajuan industri dan ekonomi. Demikian pula siswa yang memasuki sekolah teknik bertambah pesat. Kemajuan industri setelah Perang Dunia I menyebabkan permintaan yang besar terhadap tenaga terlatih dan buruh berpendidikan. Adanya perang-perang tersebut membuat rakyat yakin akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan industri modern.

Arus industrialisasi yang cepat telah menyebabkan kaum wanita terlibat dalam kegiatan industri. Pada umumnya mereka bekerja dalam industri pemintalan kain sutera, pertenunan tekstil dan pemintalan kain katun. Pada tahun 1880 murid wanita yang menamatkan sekolah dasar kurang lebih 30-60%. Saat itu orang tua merasa tidak perlu menyekolahkan anak perempuannya sampai tingkat akademi. Namun pada tahun 1904 rata-rata wanita yang menamatkan sekolah dasar meningkat menjadi 90% (Edward R. Beauchamp, 1991:230). Jumlah murid wanita yang memasuki sekolah menengah juga meningkat, sehingga mendorong terciptanya tenaga kerja wanita yang berpendidikan.

Suatu masyarakat industri yang berkembang cepat juga membutuhkan sejumlah pemimpin bisnis yang profesional. Masyarakat yang telah menempuh pendidikan di universitas mampu menjadi pemimpin bisnis tersebut. Dalam tahun 1880 sekitar 17% pemimpin bisnis dihasilkan dari perguruan tinggi. Jumlah tersebut bertambah menjadi 63% pada tahun 1920 (Edward R. Beauchamp, 1991:211). Sebelum Perang Dunia II, perguruan tinggi telah mengalami perluasan. Beberapa universitas Osaka, Hagoya, dan beberapa akademi seperti Akademi Perdagangan Tokyo, Akademi Teknik Tokyo, Akademi Teknik Osaka, Akademi Perdagangan Kobe dan sebagainya (Shodiq A. Kuntoro, 1977:80).

Di berbagai universitas banyak para elite yang memasuki universitas-universitas di Jepang. Elite yang mendapat pendidikan di universitas bertambah banyak sampai Perang Dunia II, khususnya lulusan Universitas Todai (Tokyo) meningkat dari 12% pada tahun 1903 menjadi 17% pada tahun 1964. berikut ini tabel yang menunjukkan para elite lulusan universitas Tokyo (Todai): 

Tabel 5. Elite Jepang Yang Masuk Universitas Tokyo (Todai) Tahun 1903-1964

	Golongan Elite
	Lulusan Todai perseratus dari semua elite tamatan dari Lembaga Pendidikan Tinggi

	
	1903
	1915
	1928
	1939
	1955
	1964

	Dinas Sipil Pemerintah
	73
	65
	76
	65
	42
	41

	Pemimpin bisnis
	66
	33
	28
	21
	18
	18

	Tuan Tanah 
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Tentara
	0
	20
	0
	8
	-
	-

	Guru, professor
	88
	88
	52
	63
	45
	36

	Dokter 
	-
	50
	100
	41
	11
	17

	Pengacara
	-
	66
	-
	0
	17
	31

	Seniman
	-
	-
	-
	0
	22
	25

	Pemuka agama
	-
	0
	-
	0
	0
	50

	Panutan pendapat
	-
	-
	-
	0
	0
	20

	Politikus
	0
	-
	100
	0
	18
	30

	Bangsawan
	17
	100
	20
	36
	-
	-

	Lain-lain
	50
	0
	0
	9
	8
	-

	Presentase lulusan Todai dari elite-elite tamatan Lembaga Pendidikan Tinggi
	55
	44
	36
	46
	34
	21

	Presentase dari elite-elite tamatan Lembaga Pendidikan Tinggi
	28
	26
	37
	53
	77
	94

	Presentase lulusan Todai dari semua elite
	12
	17
	17
	19
	19
	17


(Sumber: William K. Cumming, 1984:34)

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II telah menyebabkan perubahan lagi dalam struktur ekonominya. Selama perang, Jepang tidak mendapat suplai bahan mentah dari luar negeri, sehingga kegiatan produksi sangat dibatasi. Saat Jepang menyerah pada sekutu bulan Agustus 1945, produksi industri merosot dengan cepat. Keadaan tersebut menyebabkan krisis pangan yang berlangsung sampai awal tahun 1946 (Yoshinara Kunio, 1992:21).

Pemulihan ekonomi Jepang sangat dipengaruhi oleh kebijaksanan tentara pendudukan. Berbagai pembaharuan dilaksankan untuk mencegah bangkitnya kembalinya militerisme. Sistem Zaibatsu dituduh sebagai dalang ekspansionis militer Jepang sehingga dihapuskan. Pemerintah pendudukan membubarkan empat Zaibatsu yaitu Mitsui, Mitsubishi, Yasuda dan Sumitomo serta membekukan modal-modal Zaibatsu-Zaibatsu yang lebih kecil. Selain itu diadakan bimbingan bagi sarikat buruh di mana hak-hak buruh dijamin oleh Undang Undang Sarikat Buruh (Taro Sakamoto, 1992:58).

Pada tahun 1946 mulai diadakan bantuan pangan untuk menaggulangi bahaya kelaparan. Pemerintah pendudukan memutuskan untuk membiarkan perekonomian kembali pada tingkat sebelum perang. Oleh karena itu pemerintah pendudukan memberikan bantuan berupa minyak, besi baja, batu bara dan bahan mentah lainnya yang diperlukan industri Jepang (Yoshinara Kunio, 1992:23). Pemerintah Jepang didorong untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menstabilkan dan meningkatkan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat setelah Perang Dunia II disebabkan sifat orang Jepang yang bekerja keras dan pandai mamanfaatkan kesempatan yang ada. Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 telah menjadikan Jepang sebagai bengkel peralatannya. Industri baja dan industri lain yang berhubungan dengan peralatan perang memperoleh kesempatan berkembang. Jepang juga dijadikan sebagai tempat tujuan tentara Amerika Serikat yang pulang dari perang untuk cuti atau istirahat sehingga berhasil menumpuk dollar. Dalam waktu 6 bulan pertama sesudah perang Korea, ekspor Jepang melonjak 1,5 kali lipat dibandingkan dengan eksport 6 bulan sebelum perang. Perang Korea yang diikuti dengan perang Vietnam yang berlarut-larut memberi kesempatan pada Jepang untuk mengembangkan industrinya. Pada tahun 1950 industri Jepang telah pulih kembali. Produksi tahun 1950 telah menyamai produksi tahun sebelum perang yang paling tinggi (1934-1936) (Ajip Rosidi, 1981:66-67).

Tabel 6. Angka Indeks Ekspor-Impor, nilai Tukar, Rasio Ekspor Impor terhadap GNP

	Tahun
	Indeks Kuantitas Ekspor
	Indeks Kuantitas Impor
	Nilai Tukar
	Ekspor/Pendpt. nasional
	Impor/penda

patan Nasional 

	1873-77
	1,4
	1,6
	111,3
	4,5
	5,1

	1878-82
	2,0
	2,4
	129,2
	4,2
	4,6

	1883-87
	2,8
	2,6
	137,9
	5,0
	3,9

	1888-92
	4,5
	4,9
	131,3
	6,3
	6,1

	1893-97
	5,7
	7,9
	135,4
	7,4
	8,6

	1898-1902
	8,4
	11,8
	134,8
	11,8
	12,3

	1903-07
	11,6
	16,4
	144,9
	13,2
	15,3

	1908-12
	15,5
	17,7
	125,2
	13,3
	14,4

	191317
	26,1
	21,.5
	110,0
	20,2
	16,9

	1918-22
	26,8
	31,2
	112,2
	17,3
	19,0

	1923-27
	32,2
	43,4
	121,3
	16,9
	21,2

	1928-32
	44,4
	45,2
	104,2
	16,5
	18,1

	1933-37
	73,5
	53,0
	76,1
	21,6
	22,9

	1948-52
	19,2
	22,8
	82,7
	7,1
	11,1

	1953-57
	50,2
	56,9
	88,4
	10,7
	15,6

	1958-62
	99,0
	101,1
	97,7
	12,0
	13,6

	1963-67
	219,3
	193,6
	96,4
	10,9
	10,7

	1968-72
	471,4
	367,4
	98,6
	11,5
	9,9


(Sumber: Yoshinara Kunio, 1983:52)

Dibandingkan dengan tahun 1948 kemajuan ekonomi Jepang tahun 1951 dalam bidang pertambangan dan manufaktur meningkat 2,1 kali, produktivitas tenaga kerja dalam manufaktur bertambah 2,7 kali, volume eksport 4,8 kali dan volume import 3,1 kali (Yoshinara Kunio, 1992:83-84). Pemerintah Jepang setelah Perang Dunia II tidak memberikan perhatiannya pada bidang militer, sehingga anggaran pemerintah lebih ditujukan pada sektor ekonomi. Pihak swasta memperoleh bantuan dari pemerintah Jepang untuk memperkuat dunia industri (Sayidiman Suryohadiprodjo, 1984:84).

Berikut ini tabel yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap negara maju:

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi

	Negara
	Periode
	Tingkat Pertumbuhan 

per Dasawarsa (%)


	Koefisien Perdagangan

 dalam satu Abad

	
	
	Produk Total
	Penduduk
	Produk per Kapita
	Produk Total
	Penduduk
	Produk per Kapita

	Inggris 
	1765/85 ke 1963-67
	23,7
	10,1
	12,4
	8,4
	2,6
	3,2

	Perancis
	1831-40 ke 1963-66
	21,8
	3,2
	18,1
	7,2
	1,4
	5,3

	Belgia
	1900-4   ke 1963-67
	20,3
	5,3
	14,3
	6,3
	1,7
	3,8

	Belanda
	1860/70 ke 1963-67
	27,7
	13,4
	12,6
	11,5
	3,5
	3,3

	Jerman
	1850-9  ke 1963-67
	31,0
	10,8
	18,3
	14,9
	2,8
	5,4

	Swis
	1910     ke 1963-67
	26,5
	8,8
	16,1
	10,4
	2,3
	4,5

	Denmark
	1865-9 ke 1963-67
	32,5
	10,2
	20,2
	16,6
	2,6
	6,3

	Norwegia
	1865-9 ke 1963-67
	31,4
	8,3
	21,3
	15,3
	2,2
	6,9

	Swedia
	1861-9 ke 1963-67
	37,4
	6,6
	28,8
	23,9
	1,9
	12,6

	Itali
	1895-9 ke 1963-67
	31,4
	6,9
	22,9
	15,3
	2,0
	7,8

	Jepang
	1874-9 ke 1963-67
	48,3
	12,1
	32,3
	51,4
	3,1
	16,4

	Amerika Serikat
	1834-43 ke 1963-67
	42,4
	21,2
	17,5
	34,4
	6,9
	5,0

	Australia
	1861-9 ke 1963-67
	36,4
	23,7
	10,2
	22,3
	8,4
	2,7


Pertumbuhan ekonomi Jepang semakin menarik perhatian dunia. Tahun 1950 GNP Jepang berjumlah 24 Milyar Dollar. Tahun 1952 sampai tahun 1958 GNP meningkat menjadi 6,9%. Pada tahun-tahun sesudah itu GNP Jepang melampaui semua negara-negara Barat kecuali Amerika Serikat. Ketika masa pendudukan Amerika Serikat berakhir tahun 1952, produksi pertanian, produksi industri, pendapatan perkapita, dan perkembangan ekonomi lain telah kembali menyamai tingkat pertumbuhan pada tahun 1934-1936 (Sayidiman Suryohadiprodjo, 1984:26).

Tabel 8. Perkiraan Produk per Kapita pada Awal Pertumbuhan Modern (Negara-negara Maju)

	Nama Negara
	GNP per Kapita

(US $)
	Ekstrapolasi ke Tahun Pemulaan

	
	
	Tahun
	Faktor Reduksi (Pertumbuhan)
	GNP per Kapita per Tahun Awal

	Inggris 
	1.870
	1765-85
	8,23
	227

	Perancis
	2.047
	1831-40
	8,45
	242

	Belgia
	1.835
	1865

(1831-40)
	3,80

5,63
	483

326

	Belanda
	1.609
	1865

(1831-40)
	2,27

4,64
	492

340

	Jerman
	1.939
	1850-9
	6,41
	322

	Swis
	2.354
	1865
	4,45
	529

	Denmark
	3.2238
	1865-69
	6,05
	370

	Norwegia
	1.912
	1865-69
	6,65
	287

	Swedia
	2.713
	1861-69
	12,64
	215

	Itali
	1.100
	1895-69

1861-9
	4,06

4,22
	271

261

	Jepang
	876
	1874-69
	11,88
	74

	Amerika Serikat
	3.580
	1834-43
	7,56
	474

	Kanada
	2.507
	1870-4
	4,94
	508

	Australia
	2.023
	1900-4

1861-69
	2,18

2,6
	930

760


(Sumber : Yoshinaro Kunio, 1983. hal : 33)

Kemajuan industri didukung oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokratisasi sistem pendidikan setelah Perang Dunia II lebih memberikan kesempatan pada ilmuwan-ilmuwan Jepang untuk mengadakan penelitian sendiri. Teknologi baru yang dihasilkan memberi sumbangan baru bagi peningkatan produksi barang-barang industri. Bangsa Jepang berhasil menggeser posisi Jerman untuk pembuatan perangkat elektronik dan kamera. Dalam bidang tata rancang bangun sepeda motor dan kapal laut, bangsa Jepang berhasil merebut posisi Inggris. Lebih dari itu industri Jepang mampu bersaing dengan Amerika Serikat dalam inovasi, kreasi dan produksi mobil.

Dalam sektor pertanian, pemerintah Jepang menghendaki pertumbuhan yang sejajar antara produktivitas industri dan pertanian. Inflasi kekayaan yang berpusat di kota-kota tersalur lagi ke desa-desa. Pemakaian teknik-teknik baru seperti penggunaan obat pembunuh serangga, obat-obatan pertanian dan mesin-mesin pengolahan tanah membantu peningkatan produksi. Sebelum perang mekanisasi pertanian hanya meliputi proses perontokan dan penggilingan padi serta irigasi. Pemakaian bajak dalam mengolah lahan pertanian telah menjadi model mekanisasi yang digunakan oleh para petani Jepang sesudah Perang Dunia II (Kazushi Ohkawa, 1988:171).

Jumlah pekerja pertanian merosot dengan menyolok dari 45% pada tahun 1950 menjadi 19% pada tahun 1967. Penurunan tersebut karena penduduk desa memilih pindah ke kota-kota besar yang menjadi pusat industri. Gejala yang paling menonjol dalam sektor tenaga kerja adalah makin banyaknya jumlah tenaga kerja dari sektor perusahaan khusunya tenaga kantor. Pada tahun 1950, 4,3 juta orang atau 11,9% dari sektor tenaga kerja melakukan pekerjaan kantor (William K. Cumming, 1984:268). Dengan demikian jumlah pekerjaan yang memerlukan tenaga berpendidikan semakin meningkat, masyarakat Jepang mengandalkan pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk mempermudah anaknya memperoleh pekerjaan. Selain itu pendidikan yang dicapai seseorang dapat menaikkan statusnya dalam masyarakat sehingga terjadi mobilitas sosial.

